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ABSTRACT

There is so many people who cannot afford and who didn’t know sifgnificance of the role of legal aid, Because they didn’t know what and  how to get a legal aid. But actually when they know efforts what to do it’s not too difficult. They simply declared incapable by accompanied a letter from neighborhood association, chief of  police, the head of prosecutor’s office, and head of social and political. The existence of factors that become obstacles to implementation of  legal aid free of charge, among them : don’t dare to ask suspects the presence of legal counsel at the level of investigation, fear because incapable to pay, suspects was resigned to and feel guilty, the investigators found the presence of legal counsel could be a obstacle in the process of interogation  in making  news of the proceedings, the limited time and condition that sometimes is not possible as well as the limited funds.



 Still so many people caught a criminal offence who does not get the right to obtain legal assistance or accompanied by a legal advisor in all levels of the process of investigation a result of the negligence of the officials concerned. It is in a known future. The vedict has been set by the judge at the time ago will be annulled by law and suspect has the right to be free from all claims submitted to him 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini negara kita sedang giat-giatnya membangun baik pembangunan yang bersifat materiil maupun pembangunan yang bersifat spiritual, dengan melalui Prolegnas. Dalam pembangunan tersebut diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat.
Masyarakat didalam usahanya untuk ikut serta berpartisipasi didalam pembangunan memerlukan kondisi dan situasi yang aman dan tertib, sebab apabila anggota masyarakat telah merasakan ketentraman dalam hidupnya maka ia dapat berperan aktif didalam usahanya ikut serta menyukseskan pembangunan.
Untuk mewujudkan usaha yang bertujuan melindungi keamanan dan ketentraman seluruh warga masyarakat tersebut, pemerintah telah melakukan usaha-usaha penanggulangan terhadap gangguan keamanan baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun usaha penindakan (reprensif).

Pada dasarnya semua orang sangat mendambakan ditegakkannya hukum dan keadilan, seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa : “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”.

Selanjutnya yang diingini seluruh rakyat Indonesia dalam bidang hukum adalah hukum yang seadil-adilnya dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam hakekat pengertian Pancasila dan tepatnya sila kelima dimana sila tersebut mengandung arti bahwa : “Setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan kebudayaan”.

Pasal 35 Undang-Undang No. 04 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bantuan hukum berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Hal ini sehubungan pula dengan adanya dana bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah bagi mereka yang tidak mampu, dalam rangka usaha untuk memeratakan kesempatan memperoleh keadilan bagi masyarakat.

Namun dalam kenyataannya ada saja faktor dan hambatan-hambatan yang mengakibatkan seorang tersangka atau terdakwa tidak memperoleh haknya sebagai warga Negara yang memperoleh perlindungan hukum. Untuk menghindarkan hal-hal yang demikian, maka diperlukan suatu lembaga yang sengaja dipersiapkan membantu terciptanya suatu keadilan hukum seperti yang kita dambakan bersama.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat diambil disimpulkan bahwa negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hak-hak asasi setiap warga negaranya. Disamping itu ciri lainnya yaitu adanya suatu lembaga yang tidak memihak dalam arti tidak dipengaruhi oleh kekuatan lain yang ada dalam negara Republik Indonesia.
Dari keseluruhan hak-hak asasi yang ada dalam diri setiap manusia, maka hak asasi yang berhubungan dengan hukum adalah “hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum”.

Salah satu asas yang penting dalam hukum secara pidana adalah asas praduga tak bersalah  sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang No. 04 Tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman berbunyi : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tepat”.
Ketentuan tersebut didukung pula oleh pasal 54 dan 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana terdapat suatu asas yang menekankan tentang seseorang yang tidak boleh dipidana bila tidak ada bukti, asas tersebut kita kenal dengan. 


“asas legalitas dimana asas tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan atau pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan1)”.
Terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya seseorang melakukan kejahatan, seseorang tersebut berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, yaitu berupa didampingi oleh seorang Penasehat Hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :
“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa, berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih Penasehat Hukum setiap waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini2)’’.
Bantuan hukum ini bahkan wajib diberikan dalam hal tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, dan bagi mereka yang tidak mampu serta diancam pidana lima tahun atau lebih.

Oleh karena itu apabila tersangka dalam dua kategori ini yaitu tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, dan tersangka yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tidak mempunyai penasehat hukum maka penyidik wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Oleh karena itu agar penyidik tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) KUHP ini, setiap kali ia akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam dua kategori diatas, ia harus melakukan tiga kewajiban terlebih dahulu yaitu :

1. Memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum.

2. Memberitahukan kepada tersangka bahwa dalam perkara ini, ia wajib didampingi oleh penasehat hukum.
3. Apabila tersangka tidak mempunyai penasehat hukum, maka penyidik wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Untuk melaksanakan kewajiban yang pertama dan kedua diatas, nampaknya tidak ada kesulitan bagi penyidik sebab cukup memberitahukan secara lisan saja kepada mereka. Namun untuk melaksanakan kewajiban yang ketiga tidak mudah, sebab banyak faktor yang berhubungan dengannya, antara lain yaitu faktor ada tidaknya penasehat hukum yang memberikan bantuan hukum secara prodeo sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat (1) KUHP.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi  “FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI KENDALA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (PRODEO) DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA”

Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui bagaimanakah upaya memperoleh bantuan hukum secara prodeo bagi tersangka / terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan bantuan hukum secara prodeo serta akibat hukumnya apabila tidak terlaksananya bantuan hukum secara prodeo akibat dari kelalaian pejabat yang bersangkutan.
B. Perumusan Pembatasan Masalah
a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.

b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

C. Tujuan dan Kegunaan Masalah
Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya memperoleh bantuan hukum secara prodeo bagi tersangka / terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana ?

2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan bantuan hukum secara prodeo?

3. Apa akibat hukumnya apabila tidak terlaksananya bantuan hukum secara prodeo akibat dari kelalaian pejabat yang bersangkutan ?




D. Metode dan Teknik Penelitian
          Metode Qualitative
Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan teknik penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan

Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan mempelajari buku-buku pada perpustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian lapangan

Yaitu penelitian langsung dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Samarinda.

c. Penelitian Dokumen

Yaitu meneliti dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA
A. Upaya Memperoleh Bantuan Hukum Secara Prodeo Bagi tersangka / Terdakwa Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana

Dalam hukum pidana dan hukum acara pidana dikenal asas :

1. Tiada perbuatan dapat dipidana kecuali telah ditentukan dalam undang-undang (pidana) / Asas Legalitas. 
2. Tiada orang dapat dikatakan bersalah sebelum terbukti di muka hakim.

Asas demikian dijamin dalam Undang-Undang No. 04 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, seorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum terbukti di muka hakim. Dalam setiap proses pembuktian itu, secara moril dan yuridis ia berhak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum.
Dengan adanya kedua asas tersebut jelaslah bahwa martabat manusia sebagai anggota masyarakat dihargai, sehingga orang berhak menyatakan dirinya tidak bersalah sebelum terbukti kesalahannya di muka pengadilan. Oleh karena itu adalah hak setiap terdakwa untuk membela diri di muka sidang pengadilan untuk pembelaan dirinya, tersangka atau terdakwa bebas menentukan apakah ia didampingi oleh seorang Penasehat Hukum atau tidak.

Khususnya dalam hal seseorang disangka / didakwa melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam hukuman (pidana) lima belas tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menyediakan seorang Penasehat Hukum sebagai pembela. Dari uraian tersebut, timbul pertanyaan bagaimana orang yang tidak mampu dapat membayar seorang Penasehat Hukum guna membela dirinya terutama dalam hal ancaman hukuman yang berat.

Seperti diterangkan pada Bab I bahwa hukum pidana termasuk hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan orang dengan masyarakat / pemerintah / negara, maka pemerintah dalam rangka pemberian bantuan hukum menyediakan anggaran dengan memprioritaskan pada perkara pidana.

Dalam rangka itu pemerintah menyediakan dana bagi mereka yang tidak / kurang mampu untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh bantuan hukum, dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang akan menerima imbalan jasa sekedarnya dari pemerintah. Dalam surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 02 um 09.08.01 tahun 1981 dalam hal tersangka / terdakwa tidak atau kurang mampu untuk membiayai pemberian bantuan hukum, maka ia diisyaratkan adanya surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain dari Kepala Desa, Kepala Polisi, Kepala Kejaksaan dan Kepala Kantor Sosial dan Politik (SOSPOL). Dana tersebut disalurkan lewat :

· Lembaga-lembaga bantuan hukum pada fakultas-fakultas hukum

· Badan peradilan umum

Untuk selanjutnya, penguraian tentang penggunaan dana tersebut akan penulis batasi pada dana yang disalurkan lewat badan peradilan umum.

Untuk lebih mempermudah para pencari keadilan mencapai maksudnya memperoleh bantuan dan pelayanan hukum, organisasi-organisasi bantuan hukum mendirikan pos-pos bantuan hukum di kantor-kantor pengadilan atau pos-pos perwakilan di RT atau RW, sehingga setiap saat “keluhan” masyarakat dapat ditampung dan dilayani dengan segera.

Pada tiap-tiap organisasi badan hukum ditempatkan beberapa sarjana hukum, baik ia menjabat sebagai direktur atau sebagai ketua, wakil ketua, dengan tugas untuk mengelola badan hukum dalam pelayanan, pemberian jasa hukum kepada pencari keadilan. Pada umumnya yang diberikan itu adalah :

a) Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan lain sebagainya.

b) Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana yang tersangkanya sedang atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwanya sedang atau akan diperiksa oleh pengadilan.
Oleh karena itu setiap bantuan hukum atau pelayanan harus diberikan dengan keterampilan hukum, yang disertai oleh rasa tanggung jawab dengan memberikan harapan bahwa perkaranya akan dimenangkan olehnya.

Untuk mengerti apalagi memahami bahasa hukum maka tersangka atau terdakwa sangat sulit, apalagi bagi mereka yang butuh hukum dan menjadi kewajiban semua para penegak hukum dan menjadi kewajiban semua para penegak hukum untuk memberikan penyuluhan dengan bahasa yang dapat dicerna oleh tingkat kepintaran tersangka atau terdakwa. Dan dengan demikian ia akan dapat menggunakan hak-hak yang demikian yang tersebut dalam ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Bagi mereka yang tergolong tidak mampu membayar seorang Penasehat Hukum tidak perlu ragu-ragu lagi untuk meminta didampingi oleh seorang Penasehat Hukum, sebab pemerintah telah menyediakan anggaran dengan maksud pemerataan untuk memperoleh keadilan.

Keadilan seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi tersangka didepan pemeriksaan polisi sebagai penyidik dan didepan pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri yang membela kepentingan tersangka atau terdakwa dan membawa suatu ketentraman batin. Dan karena Penasehat Hukum adalah tambatan kepercayaan, maka tersangka ataupun terdakwa dapat mencurahkan isi hati ataupun kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi dan dengan demikian Penasehat Hukum dapat memberikan nasehat-nasehat yang diperlukan bagi pembelaan perkaranya


B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan 
Bantuan Hukum Secara Prodeo
Berbicara mengenai hambatan berarti ada satu keinginan manusia yang terhalang atau tersendat untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang disebabkan adanya faktor-faktor didalam kehidupan manusia itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak yang terkait dalam penerapan proses bantuan hukum secara prodeo, diantaranya pihak pengacara dari Ikatan Advoocad Indonesia (IKADIN) dan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, maka ada beberapa factor-faktor penghambat penerapan bantuan hukum secara prodeo didalam prakteknya antara lain :

a) Tidak beraninya tersangka untuk meminta kehadiran Penasehat Hukum pada tingkat penyidikan
b) Perasaan takut karena tidak mampu membayar

c) Tersangka merasa pasrah dan sudah merasa bersalah

d) Pihak penyidik merasa kehadiran Penasehat Hukum malah bisa menjadi kendala dalam proses interogasi dalam pembuatan berita acara pemeriksaan

e) Terbatasnya waktu dan keadaan yang terkadang tidak memungkinkan

f) Terbatasnya dana10)
Apa dan bagaimana faktor-faktor yang diungkapkan akan penulis bahas sebagai berikut :
1) Tidak beraninya tersangka untuk meminta kehadiran Penasehat Hukum pada tingkat penyidikan.
Dari hasil yang penulis dapatkan di Pengadilan Negeri Samarinda, dapat penulis simpulkan bahwa tidak beraninya tersangka untuk meminta kehadiran seorang Penasehat Hukum pada saat penyelesaian perkaranya disebabkan ketidaktahuan mereka bahwa undang-undang memberikan kesempatan kepada mereka untuk didampingi seorang Penasehat Hukum pada semua tingkat penyidikan, pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama pada kasus-kasus yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun.

2) Perasaan takut karena tidak mampu membayar.

Banyak dari para tersangka (tidak mampu) menyangka bahwa mereka harus membayar sendiri tenaga Penasehat Hukum tersebut. Padahal sebenarnya kepada mereka (golongan tersangka atau terdakwa yang tidak mampu) disediakan Penasehat Hukum secara cuma-cuma.
3) Tersangka merasa pasrah karena sudah merasa bersalah dalam kenyataannya.

Alasan ini dikarenakan faktor kejiwaan dan rasa penyesalan yang hebat pada diri tersangka atau terdakwa karena telah melakukan kejahatan. Contohnya si X yang sedang memergoki perampok yang sedang berusaha merampok di rumahnya dan untuk melindungi keluarga dan hartanya, maka terjadilah perkelahian yang mengakibatkan terbunuhnya si perampol. Karena si X melakukan pembunuhan tersebut tanpa rencana dan niat membunuh, maka si X merasa sangat terpukul dan pasrah karena ia sudah merasa bersalah (walaupun menurut hukum ia belum dapat dikatakan bersalah).

4) Pihak penyidik merasa kehadiran Penasehat Hukum justru menjadi penghambat bagi jalannya proses interogasi.

Secara sepintas pendapat ini bagi orang awam dapat langsung dibenarkan karena dalam pandangan mereka citra polisi dalam menginterogasi seorang tersangka biasanya dengan main kekerasan. Penghambat disini yang dimaksudkan oleh pihak penyidik adalah kehadiran seorang Penasehat Hukum seorang tersangka bisa tidak menjawab pertanyaan penyidik, kalaupun menjawab proses interogasi bisa jadi bertele-tele atau tertunda-tunda.
5) Terhalangnya waktu dan keadaan yang terkadang tidak memungkinkan.
Disini menurut pasal 56 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur hal yang pada dasarnya sebagai berikut :

Bahwa pejabat di setiap tingkat penyidikan wajib menunjuk seorang Penasehat Hukum bagi tersangka yang diduga melakukan tindak pidana yang ancaman hukumnya lebih dari lima tahun. Padahal polisi sebagai pihak hukum pertama dalam melakukan operasinya hamper tak kenal waktu, setelah satu hari mereka bekerja 24 jam. Dan apabila terjadi suatu kejahatan pada pukul 24.00 atau sekitar jam-jam saatnya orang beristirahat (malam hari) dan terjadi penangkapan, biasanya langsung diadakan interogasi untuk menyusun berita acara pemeriksaan.

Dalam situasi dan keadaan seperti itu apakah ada Penasehat Hukum yang bersedia dipanggil hanya untuk mendampingi seorang tersangka diinterogasi atau diperiksa pada tingkat penyidikan, misalnya pada pukul 24.00 tersebut. Tentunya tidak mungkin ada seorang Penasehat Hukum yang bersedia stand by / siaga selama 24 jam mendampingi polisi dalam tugasnya masing-masing.

6) Terbatasnya dana

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dari seorang Penasehat Hukum kepada tersangka atau terdakwa di persidangan sebenarnya tidaklah benar-benar prodeo atau cuma-cuma. Karena dalam suatu Keputusan Menteri Kehakiman RI No. m.02.UM.09.08 TL 1980 juncto No. MO.1.08.LO tahun 1981 tentang petunjuk bantuan hukum diatur tentang pembiayaan untuk pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri yang dibebankan pada kantor kebendaharaan setempat.

Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa pemberian imbalan jasa itu hanya pada persidangan di Pengadilan Negeri dan juga permasalahannya apabila itu terjadi di tingkat desa-desa terpencil yang jauh dari kota yang tidak ada kantor lembaga bantuan hukumnya. Kemudian apakah benar ada tenaga Penasehat Hukum yang benar-benar prodeo atau cuma-cuma, sementara itu ia harus menanggung sendiri atas segala transportasi bagi dirinya sendiri.

Walaupun pendapat beberapa para pembela dari Ikatan Advoocad Indonesia atau yang lainnya yang sempat penulis temui, mereka bersedia walaupun harus mengeluarkan ongkos sendiri untuk mendampingi para tersangka, karena itu memang tujuan lembaga mereka. Akan tetapi dapatkah mereka itu dapat digeneralisasikan sebagai pendapat dari seluruh sarjana hukum yang berprofesi sebagai Penasehat Hukum ? Jawabnya tentu kembali pada para Penasehat Hukum tersebut.

C. Akibat Hukumnya Apabila Tidak Terlaksananya Bantuan Hukum Secara Prodeo Akibat Dari Kelalaian Pejabat Yang Bersangkutan
Bantuan hukum menurut undang-undang negara kita adalah merupakan suatu hak, yang mana hal ini mempunyai makna bahwa bantuan hukum itu adalah merupakan sesuatu hak yang dapat dituntut oleh setiap subyek hukum bilamana ia memerlukannya dan pemenuhannya itu adalah suatu kewajiban. Bagi mereka yang kaya atau mampu, masalah bantuan hukum ini tidak begitu menjadi problem karena bilamana ia memenuhi suatu kewajiban tertentu yaitu membayar sejumlah ongkos buat seorang pengacara atau penasehat hukum, ia akan dapat memenuhi haknya dengan baik.
Kalai kita telaah kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia menunjukkan masih banyak orang yang belum mendapat bantuan hukum secara memadai sesuai dengan haknya. Terutama masyarakat yang jauh dari pusat bantuan hukum (yang jauh dari Biro / Lembaga Bantuan Hukum), yang umumnya adalah masyarakat pedesaan. Hal yang demikian ini bisa menimbulkan hal yang fatal, karena dapat saja bagi orang yang tersangkut perkara baik itu perkara pidana ataupun perkara perdata tidak diperlakukan sesuai dengan hak dan martabatnya maupun hukum yang berlaku.

Keadaan tersebut diatas tentu saja dipengaruhi oleh beberapa sebab yang mengakibatkan tidak terlaksananya bantuan hukum secara prodeo / cuma-cuma, diantaranya ialah akibat dari kelalaian pejabat yang bersangkutan. Kita ketahui dalam proses penyelesaian perkara pidana ada tiga tahap, yaitu :

1. Tahap penyidikan

Dalam proses penyidikan disini telah ditetapkan sesuai dengan pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa yang berhak melakukan penyidikan adalah Polri. Tetapi sering seorang tersangka tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum / pengacara pada saat ia diinterogasi, dengan alasan pada saat diinterogasi mendadak pada malam hari sehingga tidak sempat untuk memanggil seorang Penasehat Hukum atau pengacara. Hal ini kelihatan sepele, tetapi sangat besar pengaruhnya bagi tersangka dalam kelanjutan proses perkara pidananya. Apabila hal seperti demikian diatas terjadi, maka tersangka berhak untuk tidak menjawab pertanyaan dari pihak penyidik sampai ia mendapatkan seorang Penasehat Hukum.






2. Tahap penuntutan

Pihak penuntut umum dapat menolak berkas yang diajukan oleh penyidik apabila diketahui dalam pemeriksaan tersangka yang diancam pidana diatas lima tahun tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum.

3. Tahap persidangan

Persidangan baru bisa digelar apabila berkas-berkas yang diajukan oleh penuntut umum telah memenuhi syarat dan cukup bukti untuk menyeret seorang terdakwa ke pengadilan.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa seorang tersangka atau terdakwa dalam proses penyelesaian  perkaranya, dalam semua tingkat proses penyidikan tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum atau pengacara akibat dari kelalaian pejabat yang bersangkutan, maka keputusan yang telah dikeluarkan oleh hakim pada waktu yang lalu akan batal demi hukum. Dan tersangka berhak untuk bebas dari semua tuntutan yang diajukan kepadanya
P E N U T U P

A. Kesimpulan

            Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam  bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu yang belum mengetahui arti penting dari peranan bantuan hukum, disebabkan karena mereka tidak mengetahui apa dan bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan hukum. Padahal apabila meraka mengetahui upaya-upaya apa yang harus mereka lakukan, tidaklah terlalu sulit. Mereka cukup menyatakan dirinya tidak mampu dengan disertai surat dari Kepala Desa, Kepala Polisi, Kepala Kejaksaan serta Kepala Sosial dan Politik (SOSPOL).
2. Adanya faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan bantuan hukum secara prodeo / cuma-cuma, diantaranya : tidak beraninya tersangka untuk meminta kehadiran Penasehat Hukum pada tingkat penyidikan, perasaan takut karena tidak mampu membayar, tersangka sudah pasrah dan merasa bersalah, pihak penyidik merasa kehadiran Penasehat Hukum malah bisa menjadi kendala dalam proses interogasi dalam pembuatan berita acara pemeriksaan, terbatasnya waktu dan keadaan yang terkadang tidak memungkinkan serta terbatasnya dana.

3. Masih banyaknya seseorang yang tersangkut tindak pidana yang tidak mendapatkan haknya dalam memperoleh bantuan hukum atau tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum dalam semuat tingkat proses penyidikan akibat dari kelalaian pejabat yang bersangkutan. Hal tersebut apabila diketahui dikemudian hari, maka putusan yang telah ditetapkan oleh hakim pada waktu yang lalu akan batal demi hukum dan tersangka berhak untuk bebas dari semua tuntutan yang diajukan kepadanya.

B. Saran – Saran

        Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Agar pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman segera mengusahakan terciptanya wadah tunggal dari Penasehat Hukum dan diharapkan agar dalam wadah tunggal tersebut diatur secara tegas persyaratan sebagai Penasehat Hukum. Mengingat bahwa sekarang ini, tenaga muda lulusan sarjana hukum masih banyak yang menganggur dan perlu segera dipekerjakan, sehingga ilmu yang didapat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam menegakkan hukum.
2. Akan lebih baik kiranya apabila ada aturan hukum yang mengatur secara tegas sanksi yuridis bagi pelanggar ketentuan bagi seorang perjabat penyidik pada semua tingkat pemeriksaan yang tidak menyediakan dan atau menawarkan kehadiran seorang Penasehat Hukum atau pengacara, terlebih lagi apabila terhadap seorang tersangka / terdakwa yang dituntut melakukan tindak pidana yang diancam hukuman diatas lima tahun.
3. Mengenai kesulitan biaya bagi masyarakat yang tidak mampu dalam usahanya untuk mendapatkan bantuan hukum, maka perlu ditingkatkan peranan bantuan hukum secara prodeo / cuma-cuma baik dari pemerintah maupun dari biro / lembaga bantuan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia.

4. Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak tersangka / terdakwa dan untuk meningkatkan rasa perikemanusiaan maka dalam proses penyidikan pada semua tingkat penyidikan, hak-hak tersangka / terdakwa hendaknya dijunjung tinggi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang.
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